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BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang:

Mengingat :

KERJA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2

Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah, perlu. menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tana Tidung;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1.

Republik Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun2.

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4750);
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun3.

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan
Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

5.

6.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN .



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

7.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

10.Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 ayat (5) merupakan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada



(3)

(1)

(2)

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung
yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung
jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Tana Tidung.
Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat:
(1) Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
(2)Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan

Lingkungan;
d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit:

(1) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular;
(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan;
(2) Seksi Pengembangan SDM Kesehatan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, KB Dan Pelayanan Kesehatan;
(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
(2) Seksi Pelayanan Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kepala Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana, serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana, serta sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan dan pengendalian penduduk dan KB, serta sumber daya
kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(2) Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan
koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

(3) Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:



pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga
dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
pengkoordinasian penyusunan rencana_ strategis, program dan
kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu ;

pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal
Pemerintah ( SPIIP) dilingkungan dinas ;

penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
pelaksanaan urusan keuangan ;

pelaksanaan urusan umum ;

pelaksanaan urusan kepegawaian ;

pelaksanaan urusan aset dinas;
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Daerah;

a.

. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi
di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan
bidang-bidang di lingkungan Dinas;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.

(2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;

b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta
dokumen pelaksanaan anggaran;

c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi

pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas
serta pembayaran gaji pegawai;

e€. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran
dinas;
pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
pengkoordinasi penyelenggaran budaya kerja di lingkungan dinas ;

i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di
lingkungan dinas;
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penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
kepala daerah pada urusan perhubungan ;

penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;

. penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (LPPD);
pelaksanaan ketatausahaan ;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ;
dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Sekretaris Dinas Kesehatan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1), mempunyai tugas:
Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian
barang-barang dan perbekalan lain;
Pelaksanaan urusan surat menyurat;
Mengkoordinasian penata laksanaan hukum daerah pada Dinas
Penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
Pembuatan laporan inventarisasi barang ( aset ) Dinas;
Mengumpulkan data kepegawaian
Membuat daftar urut kepangkatan (DUK)
Mempersiapkan dan Membuat kenaikan gaji berkala
Mempersiapkan berkas usulan kenaikan pangkat

. Mempersiapkan Daftar usulan penetapan angka kredit untuk jabatan
fungsional kesehatan
Mempersipkan mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian
pegawai
Mempersiapkan proses cuti pegawai
Mempersipkan berkas pemberian tanda penghargaan, penerbitan
kartu). pegawai, kartu istri/suami, kartu§ tabungan asuransi
pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan
Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;

Mengumpulkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
/Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil
Penyusunan laporan kepegawaian;
Pelaksanaan ketatausahaan;
Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

h. Pelaksanaan administrasi dinas;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.



Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Pasal 9

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

b. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupuntertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;wu

c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 10

(1) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olah raga.;

c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;



e. Pelaksanaan administrasi dinas;

f, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Pasal 11

(1) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(1) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans
dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.

(2) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;
d.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;



g.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

h. Pelaksanaan administrasi dinas;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

(1)

(2)

tugas dan fungsinya.
Paragraf 1

Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
Pasal 12

Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans
dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit.
Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans
dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:
a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, Surveilans dan Imunisasi;

b. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pasal 13
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit.

(1

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

(2)



Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,a.
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;
Pelaksanaan administrasi dinas;d.

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengane.
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 14

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
serta sumber daya manusia kesehatan.

(4) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan’- kebijakan ooperasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

.Penyiapan pelaksanaan kebijakan ooperasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,¢.
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta
sumber daya manusia kesehatan;

. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alatd.
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber
daya manusia kesehatan;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melaluie.
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

f.



g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

h. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 15

(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

(2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas:

(1)

(2)

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian;

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

¢.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

d.

Pelaksanaan administrasi dinas; dane.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya

f

Paragraf 2

Seksi Pengembangan SDM Kesehatan

Pasal 16

Seksi Pengembangan SDM Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Seksi Pengembangan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas:



a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;

b. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk, KB Dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

(1} Bidang Pengendalian Penduduk, KB Dan Pelayanan Kesehatan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Bidang Pengendalian Penduduk, KB Dan Pelayanan Kesehatan
mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional serta Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana.

(3) Bidang Pengendalian Penduduk, KB Dan Pelayanan Kesehatandalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan_ kebijakan operasional di bidang
Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan
tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan
tradisional ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;



f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara_ berkala
sebagai bahan evaluasi;

h. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pasal 18

(1) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

(2) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana;

. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya

a.

c.

d.
e.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
di bidang pelayanan kesehatan primer;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
di bidang pelayanan kesehatan rujukan;



(1)

(2)

(3)

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional

d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;
Pelaksanaan administrasi dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya

th

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 20

UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e
merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis
penunjang tertentu Dinas.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
kapala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai fungsi :

Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional
dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan

a.

Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis
penunjang tertentu Dinas.

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dam Fungsi
UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur dengan peraturan
Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan
keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas
Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip
koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja
masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang
tugasnya;.
Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan
dalam pelaksanaan tugas bawahannya;.
Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasal 25

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan
Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala
Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam
menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud
dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan
Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana
Tidung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut
atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

iTideng Pale
31 Desember 202
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